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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur seluruh sendi-sendi 

kehidupan manusia, baik itu akidah, ibadah, akhlak maupun mu‟amalah. Salah 

satu ajaran yang sangat penting dalam Islam ialah mu‟amalah atau  al iqtishadiyah 

(ekonomi Islam).
1
 Para ulama tidaklah pernah mengabaikan kajian mu‟amalah 

dalam kitab-kitab fiqh mereka dan dalam halaqah (pengajian-pengajian) mereka. 

Ekonomi Islam merupakan bagian integral dari keseluruhan ajaran Islam yang 

komprehensif dan telah dinyatakan oleh Allah sebagai ajaran yang sempurna 

sebagaimana disebutkan dalam Q.S Al Maidah ayat 3: 

سْلََمَ دِينًا  ۚ  الْيَ وْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأتَْْمَْتُ عَلَيْكُمْ نعِْمَتِِ وَرَضِيتُ لَكُمُ الِْْ
ثٍْ  رَ مُتَجَانِفٍ لْإِ  فإَِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ   ۚ  فَمَنِ اضْطرَُّ فِ مََْمَصَةٍ غَي ْ

Artinya:” Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah 

Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama 

bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat 

dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”
2
(Q.S al 

Maidah : 3) 

 

Islam memandang ekonomi sebagai sesuatu yang positif. Semakin banyak 

manusia terlibat dalam aktivitas ekonomi maka semakin baik, sepanjang tujuan 

dari prosesnya sesuai dengan ajaran Islam.
3
 Islam memposisikan kegiatan 

ekonomi salah satu aspek penting untuk mendapatkan kemuliaan (falah), dan 

karenanya kegiatan ekonomi sebagaimana kegiatan lainnya- perlu dituntun dan 

                                                           
1
 Mardani, Fiqh Ekonomi Syari’ah : Fiqh Mu’amalah, (Jakarta : Kencana, 2012), h 5. 

2
 Kementrian Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta : PT Sinergi Pustaka 

Indonesia, 2012). 
3
 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), Ekonomi Islam, (Jakarta: 

PT RajaGrafindo Persada, 2014), h. 466. 
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dikontrol agar berjalan seirama dengan ajaran Islam secara keseluruhan.
4
 Salah 

satu cara untuk melakukan kegiatan ekonomi Islam adalah dengan bermuamalah. 

Prinsip dalam muamalah adalah mesti halal dan bukan berbisnis barang 

barang yang diharamkan oleh Islam. Islam memerintahkan pemeluknya untuk 

melaksanakan hal-hal yang baik dan menghindari hal-hal yang dibenci Allah. 

Dalam perdagangan tidak dibenarkan memperjualbelikan atau melakukan 

tindakan haram.
5
 

Di antara sekian banyak aspek kerja sama dan perhubungan manusia, 

muamalah jual beli termasuk salah satunya. Bahkan aspek ini amat penting 

peranannya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Setiap orang akan 

mengalami kesulitan dalam memenuhi hajat hidupnya jika tidak bekerja sama 

dengan orang lain. Untuk menjamin keselarasan dan keharmonisan dalam dunia 

dagang, maka dibutuhkan suatu kaidah atau norma, yakni hukum dan moralitas 

perdagangan. Islam dengan doktrinnya yang penuh dinamika tidak mengabaikan 

aspek penting ini.
6
 

Seiring perkembangan zaman, praktik jual beli telah sangat bekembang 

pesat dan terjadi dengan berbagai terobosan serta variasi-variasi metode yang 

dapat digunakan oleh pihak produsen maupun konsumennya. Dalam melakukan 

pengembangan perekonomian kegiatan usaha tidak hanya dapat dilakukan 

dibidang lembaga keuangan bank dan keuangan non bank saja melainkan juga 

bisa melalui lembaga pembiayaan. Pembiayaan atau dana tersebut dapat juga 

diperoleh melalui transaksi pinjaman modal atau pendanaan dari lembaga 

                                                           
4
 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), Ekonomi Islam, (Jakarta: 

PT RajaGrafindo Persada, 2014), h. 16. 
5
 Fathurrahman Djamil, Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 156. 

6
 Hamzah Ya‟qub, Kode Etik Dagang Menurut Islam, (Bandung: CV. Diponegoro, 1992), 

h. 67 
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perbankan ataupun non perbankan. Pinjaman tersebut bisa berupa perkreditan, 

yang mana kredit adalah kegiatan yang penting dalam dunia perbankan karena 

menjadi salah satu sumber dana untuk setiap jenis usaha.
7
 Lembaga pembiayaan 

ialah suatu badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk 

berupa penyediaan dana atau barang modal. Salah satu kegiatan usaha yang 

dilakukan oleh lembaga penyediaan adalah sewa guna usaha atau leasing. 

Leasing berasal dari Bahasa Inggris yaitu lease yang dalam pengertian 

umum mengandung arti menyewakan. Namun, pengertian tersebut sering 

membawa penafsiran yang kurang tepat dan dapat mengakibatkan kekeliruan 

dengan istilah lainnya yang mengandung pengertian yang sama, seperti halnya 

dengan rent/rental. Pada hakikatnya leasing bukanlah seperti apa yang dimaksud 

dengan rent/rental walaupun memiliki arti yang sama. Leasing bukanlah 

merupakan perjanjian sewa-menyewa biasa, misalnya sewa-menyewa memiliki 

konstruksi yang sama. Pihak yang satu yaitu lessee menggunakan barang 

kepunyaan lessor yang disertai pembayaran secara berkala. Tetapi dalam leasing 

menyangkut subjek dan objek dari perjanjiannya adalah tertentu, sedangkan dalam 

perjanjian sewa-menyewa tidak demikian. Subjek dan objeknya tidak ditentukan, 

subjeknya dapat perorangan atau perusahaan. Subjek dalam perjanjian leasing 

syarat-syaratnya ditentukan dalam suatu peraturan dan mengenai objeknya adalah 

suatu barang modal bagi perusahaan, seperti mobil, motor, traktor, dan lainnya. 

Dalam perjanjian leasing ada hak opsi yang dapat dipergunakan oleh lessee.
8
 

Seiring dengan perkembangan zaman saat ini banyak membawa dampak 

                                                           
7
 Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia (Edisi Revisi), (Jakarta: Kencana 

Prenada Media Group, 2005), h. 126. 
8
 Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 93-94. 
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bagi kehidupan manusia, pada dasarnya manusia sudah memiliki banyak 

kebutuhan yang harus dipenuhi, di Indonesia atau di negara-negara lainnya 

kebutuhan masyarakatnya sangat beragam, mulai dari kebutuhan hidup sehari-hari 

hingga kebutuhan akan alat transportasi yang mana nantinya alat transportasi 

tersebut yang akan digunakan untuk melakukan ativitas sehari-hari. kebutuhan 

akan penggunaan alat transportasi semakin meningkat terutama terhadap 

kendaraan bermotor pribadi. Keberadaan-kendaraan bermotor saat ini sangat 

dibutuhkan oleh masyarakat dari berbagai kalangan. Untuk memenuhi kebutuhan 

tersebut, masyarakat kerap melakukan berbagai cara untuk memenuhinya, salah 

satunya dengan melakukan pinjaman, pembelian atau bahkan kredit pada 

perusahaan yang menyediakan jasa kredit kendaraan, baik kendaraan motor 

maupun mobil. 

Dewasa ini sepeda motor adalah merupakan kebutuhan pokok bagi setiap 

masyarakat,terutama bagi masyarakat ekonomi menengah kebawah. 

Perkembangan yang cukup pesat dibidang transportasi dapat dilihat dari berbagai 

jenis kendaraan transportasi yang digunakan oleh masyarakat ataupun konsumen 

saat ini, hal ini dapat dilihat dari banyaknya jenis-jenis kendaraan yang beredar 

dan digunakan masyarakat pada saat ini, hal ini dikarenakan semakin banyaknya 

masyarakat yang membutuhkan kendaraan untuk mempermudah dan 

merealisasikan kehidupan mereka sehari-hari. 

Sistem penjualan motor secara kredit diminati masyarakat secara luas 

karena memudahkan masyarakat kalangan menengah ke bawah untuk 

merealisasikan keinginannya mendapatkan barang yang diinginkan. Masyarakat 

merasa mendapat beberapa kemudahan sehingga tidak memikirkan apakah 
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nantinya mereka mampu untuk membayar angsuran beserta bunganya setiap 

periode. 

Namun realita sekarang ini penjualan sepeda motor dengan cara tunai, 

pastilah akan sangat memberatkan bagi masyarakat kalangan menengah ke bawah, 

karena harganya yang sangat mahal. Sulit bagi masyarakat kalangan menengah ke 

bawah untuk dapat membelinya, namun apabila membeli secara kredit dapat 

dijangkau oleh semua lapisan masyarakat dan dapat pula menunjang 

terselenggaranya aktivitas kerja, perdagangan dan pendidikan atau aktifitas positif 

apa saja yang dapat membantu perkembangan pembangunan khususnya di 

Indonesia. Kredit motor ini banyak dilakukan oleh masyarakat golongan 

menengah dan juga golongan ekonomi bawah yang sangat membutuhkan adanya 

sarana penunjang untuk bekerja, berniaga, ke sekolah dan keperluan apa saja yang 

menunjang aktivitas seseorang. Dengan mengendarai motor akan mempercepat 

terselenggaranya aktivitas seseorang dibandingkan apabila bersepeda atau jalan 

kaki. Bahkan dengan memiliki sepeda motor juga akan dapat meningkatkan rasa 

percaya diri seseorang. 

Kegiatan perkreditan membantu mengatasi setiap permasalahan kebutuhan 

ekonomi akan tetapi dalam praktiknya juga memiliki beberapa kendala atau 

permasalahan yang dapat menyebabkan kasus kreditnya bermasalah. Sehingga 

pada kenyataannya di masyarakat banyak yang melakukan pengalihan hutang 

(over kredit) di bawah tangan atau tanpa sepengetahuan dari pihak leasing, yang 

mana hal tersebut dilakukan atas dasar saling percaya terhadap satu dan yang 

lainnya dan tidak harus mengikuti semua aturan yang telah ditetapkan oleh pihak 

leasing. Hal ini bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
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dalam Pasal 1234 yang berbunyi “ Perikatan ditujukan untuk berbuat sesuatu, atau 

untuk tidak berbuat sesuatu”.
9
 Bahwa dalam melakukan pengalihan hutang (over 

kredit) atau pengalihan utang yang dilakukan oleh pihak lessee tidak boleh tanpa 

sepengetahuan dari pihak leasing. Dalam perjanjian leasing juga mengatur tentang 

mekanisme pengalihan hutang (over kredit) (pengalihan utang) apabila ingin 

mengalihkan utang kendaraannya kepada lessee yang baru.  

Tindakan pengalihan hutang (pengalihan hutang (over kredit)) di bawah 

tangan akan menimbulkan permasalahan hukum dikemudian hari dan 

permasalahan tersebut dianggap sebagai tindakan hukum sepihak oleh pihak 

leasing. Pada perjanjian ikatan jual beli hanya mengikat kedua belah pihak yang 

membuat perjanjian, sementara objek yang diperjanjikan masih terkait dengan 

pihak leasing sebagai pemberi kredit. Kegiatan pengalihan hutang (over kredit) di 

bawah tangan tidak hanya merugikan pihak lembaga pembiayaan sebagai 

penyedia dana akan tetapi juga merugikan pihak lessee lama dan lessee baru. 

Untuk lessee lama dimana apabila terjadi kemacetan pembayaran oleh pihak 

lessee baru maka pihak lembaga pembiayaan akan menghubungi pihak lessee 

lama dikarenakan benda tersebut masih atas nama lessee yang lama. Untuk lessee 

baru jika selama kredit tidak ada kemacetan dalam pembiayaan dan apabila telah 

lunas maka surat-surat yang terkait dengan benda tersebut akan diserahkan kepada 

debitur pertama karena masih atas nama pembeli yang terdahulu, dan pastinya ini 

sangat merugikan bagi pihak pembeli atau penerima pengalihan hutang (over 

kredit). 

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

                                                           
9
 Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Pasal 1234. 
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Konsumen pasal 6 tentang hak Pelaku Usaha yang berbunyi:
10

 

a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan 

mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang 

diperdagangkan; 

b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang 

beritikad tidak baik; 

c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian 

hukum sengketa konsumen; 

d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa 

kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang 

diperdagangkan; 

e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan 

lainnya. 

 

Dalam ayat 1 dan 2 menerangkan bahwa setiap pelaku usaha berhak 

menerima pembayaran sesuai kesepakatan dan hak mendapat perlindungan 

hukum, namun yang terjadi di lapanagan apabila terjadi pengalihan hutang 

(pengalihan hutang (over kredit)) di bawah tangan pihak leasing akan terus 

menagih ke tempat lessee lama, sementara lessee lama tidak akan mau lagi 

membayar karena dia merasa telah mengalihkan kepada lessee baru. 

Dari hasil wawancara dengan bapak Haris selaku pihak leasing 

menyatakan bahwa : 

“masalah pengalihan hutang (over kredit) ini sudah tidak kami perbolehkan lagi, 

namun dilapanagn masih banyak kami temukan yang melakukan tindakan 

pengalihan hutang (over kredit) tanpa sepengetahuan kami dimana lessee lama 

mengalihkan kredit BPKB kepada lessee  baru dan tidak bertanggung jawab 

dengan tindakannya dan enggan untuk membayar hutang kredit, maka kami pihak 

leasing bisa mempidanakan lessee tersebut karena telah melakukan perbuatan 

melawan hukum yang dapat merugikan kami sebagai leasing”.
11

 

  

Senada dengan itu bapak Ahmad juga menyatakan bahwa : 

 

                                                           
10

 Republik Indonesia, Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen Pasal 6. 
11

 Hasil wawancara dengan bapak Haris, tanggal 8 September 2022 



8 

 
 

 
 

 “saya sebagai tukang tagih merasa kesulitan untuk menagihya, karena lessee lama 

tidak akan mau lagi membayar karena dia merasa telah mengalihkan kepada 

lessee baru
12

. 

 

Berdasarkan persoalan di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih 

mendalam lagi tentang praktik pengalihan hutang (pengalihan hutang (over 

kredit)) dalam sebuah skripsi yang berjudul “Konsep Pengalihan Hutang di CV 

FIF Group Aek 8 Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 

Perlindungan Konsumen” 

B. Rumusan Masalah 

Dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah di atas, maka 

dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:  

1. Bagaimana praktik pengalihan hutang di CV FIF Group Aek 8 ? 

2. Bagaimana tinjauan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang 

perlindungan konsumen terhadap praktik pengalihan hutang di CV FIF 

Group Aek 8 dalam persfektif hukum ekonomi syariah? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui praktik pengalihan hutang di CV FIF Group Aek 8. 

2. Untuk mengetahui tinjauan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang 

perlindungan konsumen terhadap praktik pengalihan hutang di CV FIF 

Group Aek 8. 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka manfaat 

yang ingin dicapai adalah: 

                                                           
12

 Hasil wawancara dengan bapak Ahmad, tanggal 8 September 2022 
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1. Memberi manfaat secara teori dan aplikasi terhadap pengembangan 

Hukum Ekonomi Islam.  

2. Sebagai bahan masukan bagi para pihak terkait dalam pengalihan hutang 

di CV FIF Group Aek 8. 

3. Sebagai suatu karya ilmiah, yang selanjutnya dapat menjadi informasi dan 

sumber rujukan bagi para peneliti di kemudian hari. 

E. Penelitian Terdahulu  

Adapun penelitian terdahulu yang digunakan penulis adalah sebagai 

berikut:  

1. Ahyar Azhari Lubis, dalam skripsinya yang berjudul Tinjauan Hukum 

Ekonomi Syariah dan Analisis UU No. 8 tahun 1999 tentang 

Perilindungan Konsumen Terhadap Akad Istisna di Konveksi Musly 

Group dalam kesimpulannya Praktik transaksi jual beli pesanan barang di 

konveksi Musly Group, kecamatan Siabu menggunakan akad bai’ Istisna’. 

mekanisme perjanjian pemesanannya dilakukan dengan beberapa cara, 

yaitu mendatangi langsung penjual atau produsen pembuat pakaian, 

penjual datang keinstansi–instani untuk menawarkan barangnya, dan 

pemesanan dapat dilakukan melalui media telepon, internet dan via WA 

(whats app) dengan spesifikasi yang diinginkannya (ukuran, warna, desain 

dll). Serta sebelum melakukan transaksi biasanya kedua belah pihak 

melakukan kesepakatan/akad mengenai besarnya patokan harga, waktu 

pembayaran, batas penyerahan barang dan batas waktu pembayaran 

tanggungannya, namun proses jual beli pesanan (istisna’) di konveksi 

Musly Group dalam kenyataanya masih mengalami keterlambatan atas apa 
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yang diperjanjikan dan tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan, 

pakaian yang di pesan mengalami keterlambatan sampai ke tangan 

konsumen mengakibatkan pihak konsumen merasa dirugikan.
13

 

2. Juni Purnama Sari Silaban, dalam Skripsinya yang berjudul Kajian Yuridis 

Atas Masa Peralihan Hak Tanggungan dalam Proses Pengalihan hutang 

(over kredit). dalam kesimpulannya adalah pada masa peralihan hak 

tanggungan dalam proses pengalihan hutang (over kredit) adalah guna 

pembebanan hak tanggungan kepada kreditor sebagai akibat pembaharuan 

perjanjian kredit atas tindakan aktif debitur yang mengalihkan hak 

kreditnya. Kedudukan kreditur, debitur, dan jaminan pada masa peralihan 

hak tanggungan adalah tunduk pada perjanjian kredit yang telah 

disepakati.
14

  

3. Happy Trizna Wijaya, dalam skripsinya yang berjudul Akibat Hukum 

Peralihan Kredit Motor Dalam Pembiayaan Konsumen, dalam 

kesimpulannya Prinsip-prinsip yang terdapat di peralihan kredit memenuhi 

unsur-unsur subrogasi. Apabila mekanisme Peralihan kredit di buat sama 

dengan mekanisme subrogasi, maka hal ini akan menghemat waktu dan 

biaya. Akibat Hukum Peralihan Kredit Motor Dalam Pembiayaan 

Konsumen dilakukannya pengeksekusian jaminan fidusia terhadap debitur 

yang wanprestasi, karena kreditur telah melakukan pendaftaran jaminan, 

permohonan pendaftaran jaminan fidusia oleh kreditur telah diterima oleh 

Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia, sehingga kreditur memperoleh 

                                                           
13

 Ahyar Azhari Lubis, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Analisis UU No. 8 tahun 

1999 tentang Perilindungan Konsumen Terhadap Akad Istisna di Konveksi Musly Group”, 

(skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Mandailing Natal) , 2021), h. 55. 
14

 Juni Purnama Sari Silaban, “Kajian Yuridis Atas Masa Peralihan Hak Tanggungan 

dalam Proses Over Kredit”, (skripsi, Universitas Sumatera Utara, 2018), h. 61. 
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penyerahan Sertifikat Jaminan Fidusia oleh Kantor Pendaftaran Fidusia, 

yang mana kreditur dapat menggunakan Sertifikat Jaminan Fidusia 

tersebut sesuai dengan tata cara pengeksekusian pada Pasal 29 Undang-

Undang Jaminan Fidusia.
15

  

Dalam penelitian terdahulu yang peneliti cantumkan di atas terdapat persamaan 

dan perbedaan dengan apa yang akan di kaji peneliti dalam penelitiannya. Adapun 

persamaan penelitain peneliti dengan penelitaian terdahulu ialah sama-sama 

membahas masalah jual beli, pengalihan hutang (over kredit) dan undang-undang 

nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, namun yang membedakan 

penelitian peneliti dengan penelitian terdahulu, disini peneliti akan fokus 

membahas dampak dari pengalihan hutang (over kredit) dibawah tangan yang di 

lakukan oleh pihak lessee yang menimbulkan akibat hukum yang nantinya akan di 

kaitkan dengan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan 

konsumen. 

F. Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan dalam melakukan penulisan dan memahami 

penelitian ini maka penulis menyusunnya atas tiga bab, masing-masing bab akan 

membahas persoalan sendiri-sendiri. namun dalam pembahasan keseluruhannya 

antara bab yang satu dengan bab yang lainnya saling berkaitan dan masing-masing 

bab tersebut terdiri dari beberapa sub bab, secara garis besar sistematika penulisan 

ini antara lain sebagai berikut: 

Bab  I : Pendahuluan yang mencakup Latar Belakang, Rumusan 
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Masalah, Tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian 

terdahulu, Sistematika Penulisan. 

Bab  II : Kajian teori yang membahas tentang jual beli dan Undang-

undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen 

diantaranya pengertian jual beli, dasar jual beli, rukun dan 

syarat jual beli, dan jual beli yang diperbolehkan pengertian 

konsumen, pengertian perlindungan konsumen, asas-asas dan 

tujuan perlindungan konsumen, hak dan kewajiban konsumen 

dan pelaku usaha. 

 Bab  III : Metodologi penelitian yang mencakup jenis penelitian, sifat 

penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik 

pengumpulan data dan analisis data. 

Bab IV : Merupakan analisis peneliti yang terdiri dari praktik pengalihan 

hutang di CV FIF Group Aek 8 dan tinjauan undang-undang 

nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap 

praktik pengalihan hutang di CV FIF Group Aek 8. 

Bab V : Merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. 

 


